BAB 5
SIMPULAN DAN SARAN

5.1. Simpulan

Berdasarkan pembahasan di atas mengenai pengaruh kinerja
keuangan terhadap kesejahteraan masyarakat dapat ditarik simpulan
sebagal berikut:

a Kinerja pemerintahan daerah kota/kabupaten di Propins Jawa
Timur selama tahun 2005-2007 mengalami peningkatan, baik
dari segi pendapatan daerah maupun belanja daerah. Peningkatan
ini berarti otonomi daerah dapat dijalankan dengan baik oleh
pemerintah daerah kotalkabupaten di Propins Jawa Timur.

b. Peningkatan kinerja yang terjadi juga berdampak dalam
peningkatan kesgahteraan masyarakat pada kotalkabupaten di
Propins Jawa Timur. Peningkatan kesejahteraan ini dapat dilihat
dari peningkatan IPM selama kurun waktu 2005-2007.

c. Hasil pengujian secara langsung antara kinerja keuangan
terhadap IPM menunjukkan dergjat desentralisasi berpengaruh
positif secara signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi,
sedangkan pertumbuhan pendapatan, pertumbuhan belanja, rasio
keserasian belanja tidak berpengaruh secara signifikan terhadap
IPM.

d. Dergat desentrdisasi berpengaruh diakibatkan karena
pendapatan yang ada merefleksikan pembangunan manusia yang
ada pada kota/kabupaten di Jawa timur. Sedangkan pada sis
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belanja tidak berpengaruh terhadap [IPM  dikarenakan
kemungkinan pemerintah selama ini hanya berfokus pada
bagaimana menghabiskan anggaran tanpa memperhatikan
outcome yang ada, sehingga kesejahteraan belum bisa tercapai

secaramaksimal.

5.2 Keterbatasan

Berdasarkan penelitian yang dijelaskan diatas, maka

keterbatasan penelitian ini adalah:

a  Variabel-variabel kinerja keuangan yang digunakan pada
penelitian ini hanya beberapa sgja, masih ada variabel-variabel
lain yang terkait dengan IPM.

b. Penelitian ini berfokus pada pendapatan dan belanja secara
keseluruhan bukan berdasarkan subsektornya.

c. Objek penelitian hanya berfokus pada Jawa timur.

5.3 Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dijelaskan di atas,

maka saran-saran yang dapat diberikan adalah sebagai berikut:

a

Penelitian selanjutnya perlu melihat pendapatan dan belanja
daerah berdasarkan subsektor. Selain itu, juga memperluas obyek
penelitian tidak hanya pada kota’kabupaten di Propins Jawa
Timur tetapi juga kotalkabupaten di Propins lain di Indonesia.

Pemerintah sebaiknya memperhatikan pengalokasian belanja

sesuai dengan outcome yang hendak dicapai, tidak hanya semata-



68

mata untuk menghabiskan belanja. Hal ini dilakukan agar tujuan
negara yaitu mencapai kesgjahteraan masyarakat dapat tercapai.
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